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“ Pelaut yang tangguh dihasilkan dari ombak yang besar.”  
Kehidupan ini adalah perjuangan yang tanpa henti, seperti 
roda yang terus berputar, saat waktu terus melaju dan 
keseimbangan mewarnai hidup ini. Maka lakukanlah yang 
terbaik untuk menuju impian yang sempurna dengan doa 
semangat dan keyakinan hidup. walaupun saat jatuhmu 
maupun tegakmu, dan tuhan tidak akan mengubah nasib 
hambanya jikalau kita tidak berusaha. Karna jalan hidup tak 
menentu seperti daun yang terus berguguran, bagaikan usia 
yang terus merapuh, maka janganlah menyerah untuk 
memberikan yang paling sempurna untuk langkah yang kita 
tuju, untuk mimpi-mimpi yang harus menjadi kenyataan. 
seperti eloknya sang kupu-kupu yang menjalani rotasi 
kehidupan, memberikan warna-warni kehidupan dengan cara 
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adikkutersayang “mita,lisa”  
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     Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulilah atas kehadirat Allah SWT  
karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir ini dengan judul “EVALUASI SISTEM PENERIMAAN KAS 
PAJAK REKLAME PADA DPPKAD KABUPATEN KARANGANYAR”. 
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program 
Diploma III Akuntansi Keuangan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 
Maret. Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa masih 
terdapat banyak kekurangan disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan 
pengetahuan yang ada pada diri penulis. Untuk itu segala kritik dan saran yang 
membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 
Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 
semua pihak yang membutuhkan.  
Terlepas dari kekurangan yang ada, penyusunan Tugas Akhir ini tidak 
akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dukungan dan bantuan 
yang bersifat materi maupun non materi dari berbagai pihak, maka dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang turut memberikan dorongan dan bimbingan dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak, selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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2. Ibu Sri Murni, MSi, Ak, selaku Ketua Program DIII  Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Ibu Rani Rahmantari, SE, Ak, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 
yang telah memberikan bimbingannya, sehingga Tugas Akhir ini dapat 
penulis selesaikan. 
4. Bapak dan Ibu Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah membentuk pola pikir penulis dengan ilmu pengetahuan yang 
diajarkan. 
5. Bapak Mukhson, Ibu Darwanti serta kepada seluruh staf Dipenda yang 
memberikan ijin di lokasi kepada penulis dan membantu memberikan 
informasi yang penulis butuhkan. 
6. Bapak dan Ibu tersayang yang selalu sabar membantu dan memberikan 
segalanya untuk penulis, terurama doa dan kasih sayang  yang akan selalu 
mengiringi langkahku, mendukung hingga ke jenjang yang lebih tinggi. 
7. Adek-adekku tersayang Mita, Lisa makasih buat segala doa dan 
bantuannya. 
8. Sahabat terbaekku Deant yang selalu memberikan hiburan dan dukungan 
kepada penulis. 
9. Temanku Ebleh yang selalu bersedia membantu penulisan TA ini.  
10. Sahabat-sahabatku, “ Pethel, Suryo, Bedhu, Mas Danang, Miko, Tedjo, 
Dee, Bonenk serta teman-temanku yang belum aku sebutkan, makasih atas 
bantuan dan persahabatan kalian selama ini, hari-hari yang kita lalui 
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takkan terlupa sepanjang hidup dan merupakan anugerah terindah 
menjalani hari-hari bersama kalian.  
11. Anak-anak DIII Akuntansi Keuangan Kelas A, B, C angkatan 2006 
terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. 
12. Supra Merahku yang selalu setia mengantarkan penulis kemana saja 
hingga terselesaikan Tugas Akhir ini. 
13. Pihak- pihak yang tidak dapat penulis sebukan satu persatu, yang telah 
banyak membantu penulis hingga terselesaikan Tugas Akhir ini. 
 Penulis  menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 
Tugas Akhir ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran 
membangun selau diharapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Tidak ada 
perasaan yang sungguh membahagiakan kecuali Tugas Akhir ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang dibutuhkan. 
Wassalamu’alaikum  Wr.Wb 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Gambaran Umum DPPKAD Kabupaten Karanganyar 
1. Sejarah Pendirian dan Perkembangan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Karanganyar 
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 
bahwa pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten dan Kota didasarkan 
atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab.  Berdasarkan asas desentralisasi tersebut, pemerintah 
daerah Kabupaten Karanganyar selaku pelaksana daerah otonom, 
mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri dalam rangka menggali potensi daerah dan 
meningkatkan sumber daya yang ada secara optimal, termasuk sumber – 
sumber pendapatan daerah guna meningkatkan daya guna dan hasil guna 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada 
masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan 
kesatuan bangsa.  
Untuk melaksanakan pengelolaan sumber –sumber pendapatan 
daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah daerah 




sekarang berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah (DPPKAD). DPPKAD Kabupaten Karanganyar dibentuk 
untuk melaksanakan tugas di bidang pengelolaan kekayaan daerah 
Kabupaten Karanganyar, termasuk di dalamnya mengelola sumber – 
sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. DPPKAD 
bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan sebagai 
koordinator kegiatan memantau dan melaporkan semua penerimaan yang 
diperoleh.  
Terbentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan 
Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Karanganyar ini merupakan wujud 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. 
Sebelum berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan 
Keuangan Daerah, tahun 1971 hanyalah merupakan “bagian penghasilan” 
di bawah Administratur Keuangan Kabupaten Karanganyar. Kemudian 
atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 362 tahun 1977, 
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah, maka susunan 
bagian di bawah Administratur Keuangan mengalami perubahan dan 
muncul Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 363 tahun 1977, tentang 
Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
di bawah Bupati. Yang menjadi dasar Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 
KPUD 7/12/41/101, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
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Pendapatan Daerah Kabupaten / Kota. Dengan adanya keputusan tersebut, 
maka dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 
7 tahun 1979, kemudian diperbarui dengan Peraturan Daerah Karanganyar 
nomor 2 tahun 1991, dan diperbarui  kembali dengan Peraturan Daerah 
Karanganyar nomor 9 tahun 2001. Untuk maksud  tersebut perlu diatur dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karanganyar nomor 307 tahun 2001, 
tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas 
Pendapatan Kabupaten ( Dipenda) Karanganyar.  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar diatur melalui Surat 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, 
sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 dan terakhir diperbaharui dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2  Tahun 2009 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar sehingga 
berubah nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 




2. Fungsi  dan Tugas Pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar 
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Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana telah diatur dalam 
Peraturan Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut: 
a. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang 
meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan angggaran, 
perbendaharaan dan  kas, akuntansi dan aset daerah serta 
kesekretariatan; 
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan 
umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, 
yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, 
angggaran, perbendaharaan dan kas, akuntansi dan aset daerah serta 
kesekretariatan; 
c. Membina dan melaksanakan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan aset daerah, yang meliputi pendaftaran dan pendataan, 
penetapan dan penagihan, angggaran, perbendaharaan dan kas, 
akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan; 
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan pada Dinas Pendapatan, 




a. Struktur Organisasi 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada kantor Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 
26 Tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan 
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KABUPATEN KARANGANYAR 












Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar
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                1)  Kepala Dinas; 
                2)  Sekretariat, membawahi : 
a) Sub Bagian Perencanaan; 
b) Sub Bagian Keuangan; 
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
                3)  Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahi : 
a) Seksi Pendaftaran; 
b) Seksi Pendataan. 
4)  Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahi : 
      a) Seksi Penetapan; 
b) Seksi Penagihan. 
                5)  Bidang Anggaran, membawahi : 
a) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; 
b) Seksi Pengendalian Anggaran. 
                6)  Bidang Perbendaharaan dan Kas, membawahi : 
a) Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas; 
b) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran. 
7)  Bidang Akuntansi dan Aset Daerah, membawahi : 
a) Seksi Akuntansi; 
b) Seksi Aset Daerah. 
8)  Unit Pelaksana Teknis; 






b. Deskripsi Jabatan 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar 
karena peraturan Bupati yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi 
Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar belum ditetapkan, berikut ini 
uraian hasil wawancara tentang deskripsi jabatan pada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar : 
1) Kepala Dinas 
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah mempunyai tugas pokok membina dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi 
daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas 
mempunyai fungsi antara lain : 
a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset daerah; 
b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
di bidang pendapatan , pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
c) Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang 
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Dinas 





d) Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan dinas terkait, atau 
pihak lain dalam upaya peningkatan pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan aset daerah; 
e) Melakukan pengawasan, evaluasi kinerja dan pelaporan kegiatan 
di bidang  pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
2) Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Dinas PPKAD dalam merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan 
perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; 
pengelolaan keuangan; dan urusan administrasi umum dan 
kepegawaian, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, dan 
hubungan masyarakat. 
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai 
fungsi: 
a) Pengelolaan perencanaan; 
b) Pengelolaan keuangan; 
c) Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian. 
Sekretariat terdiri dari: 
a) Sub Bagian Perencanaan 
Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub 
Bagian. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok 





menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 
pengendalian kegiatan perencanaan, pengumpulan data serta 
penyusunan dokumen satuan kerja dan rencana anggaran. 
b) Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. 
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan, koordinasi, pengendalian kegiatan administrasi 
penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan 
pertanggungjawaban administrasi keuangan. 
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 
Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 
pengendalian, pengelolaan dan pengolahan administrasi umum 
meliputi surat menyurat, kearsipan, dokementasi, perpustakaan, 
rumah tangga, keprotokolan, hubungan masyarakat, pelayanan 
umum dan administrasi kepegawaian serta pengelolaan barang. 
3) Bidang Pendaftaran dan Pendataan 
Bidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang. Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai 





pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah, menyusun target atau 
menghitung realisasi, serta membantu melakukan pendataan obyek 
dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pendaftaran 
dan Pendataan mempunyai fungsi antara lain: 
a) Menyusun rencana kegiatan di bidang pendaftaran dan 
pendataan meliputi pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak 
Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, pendataan obyek pajak dan 
obyek retribusi daerah, serta membantu pendataan obyek dan 
subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; 
b) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan meliputi pendaftaran 
dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, 
pendataan obyek pajak dan obyek retribusi daerah, serta 
membantu pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari: 
a) Seksi Pendaftaran 
Seksi Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 
yang mempunyai tugas pokok mendistribusikan dan menerima 
kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak 
dan Wajib Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, 






b) Seksi Pendataan 
Seksi Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 
yang mempunyai tugas pokok menghimpun, mengelola, dan 
mencatat data Subjek Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan 
pemeriksaan lapangan atau lokasi dan melaporkan hasilnya, 
membuat daftar mengenai fomulir SPPT yang belum diterima 
kembali, serta membantu melakukan penyampaian SPOP PBB 
kepada Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak. 
4) Bidang Penetapan dan Penagihan 
Bidang Penetapan dan Penagihan dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang. Bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah 
yang terutang, menghitung besarnya angsuran atas permohonan 
Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah, menatausahakan jumlah 
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang penagihannya 
dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT dan DHKP PBB, 
melaksanakan tugas penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
yang melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan 
permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data 
sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak dan retribusi daerah. 
Dalam menjalankan tugas pokoknya, Bidang Penetapan dan 





a) Melaksanakan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang 
terutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan 
Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah serta menatausahakan 
jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada 
daerah berdasarkan SPPT dan DHKP PBB; 
b) Melaksanakan tugas penagihan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah yang melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani 
keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan 
mengolah data sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak 
dan retribusi daerah. 
Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri dari: 
a) Seksi Penetapan 
Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 
yang mempunyai tugas pokok menghitung besarnya Pajak atau 
Retribusi yang akan dikenakan, menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian 
Angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya, mendistribusikan 
dan menyampaikan arsip perpajakan dan retribusi daerah, serta 
membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan 
penyampaian arsip SPPT PBB serta dokumen PBB lainnya. 
b) Seksi Penagihan 
Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 





mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang 
berhubungan dengan penagihan, melayani keberatan dan 
permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data 
sumber penerimaan daerah lainnya diluar pajak dan retribusi 
daerah. 
5) Bidang Anggaran 
Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. 
Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Dinas PPKAD dalam merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, merencanakan anggaran, menyusun dan 
mengendalikan program atau kegiatan di bidang anggaran. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran 
mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a) Merencanakan dan menyusun rancangan APBD dan rancangan 
perubahan APBD; 
b) Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 
c) Menyusun APBD, pedoman keputusan APBD, pedoman 
pelaksanaan APBD; 









Bidang Anggaran terdiri atas: 
a) Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 
Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas pokok 
merencanakan dan menyiapkan bahan rancangan penyusunan 
APBD, perubahan APBD, menyiapkan DPA-SKPD/DPPA-
SKPD, menyiapkan anggaran kas dan SPD. 
b) Seksi Pengendalian Anggaran 
Seksi Pengendalian Anggaran dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyiapan bahan penyusunan, pedoman realisasi APBD dan 
petunjuk teknis di bidang pengendalian anggaran. 
6) Bidang Perbendaharaan dan Kas 
Bidang Perbendaharaan dan Kas dipimpin oleh seorang Kepala 
Bagian. Bidang Perbendaharaan dan Kas mempunyai tugas pokok 
melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan dan mengendalikan 
program atau kegiatan di bidang perbendaharaan dan kas. 
Dalam menjalankan tugas pokoknya, Bidang Perbendaharaan dan 
Kas mempunyai fungsi: 
a) Melaksanakan petunjuk teknis pengelolaan kas daerah dan 
melaksanakan fungsi pengelolaan dan perbendaharaan daerah 





APBD dan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran belanja 
langsung dan tidak langsung; 
b) Melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan umum daerah 
(BUD), menyiapkan anggaran kas, SPD dan menerbitkan SP2D 
belanja langsung dan tidak langsung, serta menyimpan seluruh 
bukti kepemilikan kekayaan daerah. 
Bidang Perbendaharaan dan Kas terdiri dari: 
a) Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas 
Seksi Perbendaharaan dan Pengendalian Kas dipimpin 
oleh seorang Kepala Seksi, yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengujian kebenaran data urusan kepegawaian 
dan meneliti data gaji pegawai, rutin non gaji, membina 
ketatalaksanaan keuangan, penyelesaian perbendaharaan khusus 
gaji pegawai dan belanja pegawai. 
b) Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 
          Seksi Penerimaan dan Pengeluaran dipimpin oleh seorang  
Kepala Seksi, yang mempunyai tugas pokok menyusun prosedur 
penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta melaksanakan 
pencatatan transaksi dan / atau kejadian keuangan yang 
berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah. 
7) Bidang Akuntansi dan Aset Daerah 
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang 





tugas pokok melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, 
melaksanakan dan mengendalikan program atau kegiatan di bidang 
akuntansi dan pengelolaan kepemilikan kekayaan daerah. 
Dalam menjalankan tugas pokoknya, Bidang Akuntansi dan Aset 
Daerah mempunyai fungsi: 
a) Merumuskan petunjuk teknis kegiatan di bidang akuntansi; 
b) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan 
mengendalikan program atau kegiatan di bidang akuntansi; 
c) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan 
mengendalikan program atau kegiatan di bidang pengelolaan 
kepemilikan kekayaan daerah. 
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah terdiri dari: 
a) Seksi Akuntansi 
Seksi Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan dan 
pelaporan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan prinsip 
akuntansi serta menyiapkan bahan penyusunan laporan 
keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD. 
b) Seksi Aset Daerah 
Seksi Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, 





kebutuhan dan penatausahaan barang-barang kekayaan yang 
menjadi aset daerah. 
8.  Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana operasional 
dinas daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit  Pelaksana 
Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 
Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang 
dinas yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam satu atau 
beberapa kecamatan. 
9.  Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidang keahlian 
masing-masing untuk menunjang tugas pokok Dinas PPKAD. 
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai bidang 
keahliannya dan setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat berwenang di antara 
tenaga fungsional yang ada dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 





Orde reformasi ditandai dengan timbulnya tuntutan yang beragam 
terhadap pengelolaan pemerintah yang baik (good government governance) 
serta pembaharuan dalam berbagai hal termasuk aspek ekonomi dan 
pembangunan nasional.  
Kebijakan fundamental  yang telah diluncurkan pemerintah sebenarnya 
tidak lepas dari upaya untuk melanjutkan dan memelihara berbagai sektor 
pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan secara terencana dan 
berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum baik 
material maupun spiritual, sehingga mutlak diperlukan dana yang cukup besar 
untuk tetap dapat mempertahankan laju pembangunan yang konsisten.  
Usaha untuk mendapatkan dana itu dilakukan secara terus – menerus 
dengan menggali potensi dari berbagai sektor dan memanfaatkan berbagai 
sumber dana baik dari luar maupun dari dalam negeri. Melalui dalam negeri 
telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sektor penerimaan dalam 
negeri melalui kebijaksanaan untuk meningkatkan efisiensi serta menekan in 
efisiensi terhadap berbagai prosedur dan administrasi yang dipandang sebagai 
kendala. Peningkatan penerimaan dalam negeri erat hubungannya dengan 
pendapatan daerah yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi 
pemerintah daerah dalam mendukung serta memelihara hasil – hasil 
pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak 
daerah, retribusi daerah, serta pendapatan asli daerah (PAD) lainnya. 
Sejalan dengan lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, 





pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat 
sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut.          
Apalagi dalam orde reformasi, salah satu usaha untuk mewujudkan 
kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan daerahnya adalah 
penerimaan kas dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana 
dari pendapatan dalam negeri untuk membiayai pembangunan berbagai sektor 
kehidupan baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pengelolaan 
pendapatan daerah dari sektor pajak harus dilakukan secara profesional, 
transparan, akuntabel dan bertanggung jawab demi kelangsungan 
pembangunan dan perekonomian bangsa yang lebih meningkatkan daya guna 
penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani masyarakat umum. Semua itu, 
pada akhirnya menuntut kemampuan manajemen pemerintahan daerah untuk 
mengalokasikan sumber dayanya secara efektif dan efisien. Kemampuan ini 
memerlukan sistem akuntansi dalam sektor publik yang mengelola 
pendapatan asli daerah (PAD), yang umumnya dijalankan oleh bendaharawan 
dan bagian keuangan di daerah. 
Dan disini penulis, memilih Kabupaten Karanganyar sebagai daerah 
yang diteliti, dikarenakan majunya perkembangan pembangunan Kabupaten 
Karanganyar, itu bisa dilihat dengan banyaknya pembangunan sarana dan 
prasarana baru, dimana untuk mensosialisasikannya kepada khayalak ramai 
khususnya masyarakat Karanganyar, pengusaha-pengusaha memilih untuk 
mengkomunikasikannya melalui berbagai media reklame baik melalui media 





 Tingginya daya beli masyarakat Karanganyar akan berbagai produk 
yang ditawarkan produsen membuat tingkat pembuatan reklame juga tinggi.       
Pembuatan reklame ini dapat berupa reklame komersial maupun non-
komersial, contoh reklame komersial seperti reklame dari berbagai Penyedia 
Jasa Layanan Komunikasi yang menawarkan keunggulan terbaru produk 
mereka sedangkan untuk reklame Non-Komersial contohnya seperti iklan 
kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat ataupun dari Pos Pelayanan 
Terpadu yang biasanya berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan 
pemeriksaan kesehatan rutin. Berdasarkan Laporan Realisasi pendapatan 
Daerah Kabupaten Karanganyar dari tahun 2006-2009 penerimaan Pajak 
Daerah khususnya dari Pajak Reklame memiliki potensi yang baik bagi 
penerimaan pendapatan Asli Daerah. 
 Dalam hal ini, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu unsur 
pelaksana pemerintah daerah yang berperan penting dalam mengelola 
penerimaan kas dari sektor pajak diharapkan mampu untuk meningkatkan 
pertumbuhan pajak daerah agar realisasi penerimaan kas dari sektor pajak 
daerah dapat menunjang pembiayaan penyelenggaraan pembangunan di 
Kabupaten Karanganyar. Penerimaan kas dari sektor pajak reklame juga 
cukup berpotensi dalam meningkatkan realisasi pendapatan daerah di 
Kabupaten Karanganyar.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan penelitian 





sektor pajak reklame yang telah dilaksanakan di DPPKAD Kabupaten 
Karanganyar. Dengan evaluasi tersebut, memungkinkan untuk mengetahui 
dan menemukan kelebihan dan kekurangan dari sistem yang diterapkan. 
Dengan demikian dapat diusulkan untuk solusi pelaksanaan yang lebih baik 
agar dalam menjalankan  prosedur dan kegiatannya dapat lebih efektif dan 
efisien dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang telah 
ditetapkan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan untuk menunjang keberhasilan pemerintah daerah di masa yang 
akan datang sepanjang hal tersebut masih sejalan ataupun tidak bertentangan 
dengan peraturan pemerintah maupun undang – undang yang berlaku. 
Akhirnya dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas 
permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini dengan mengambil judul 
“EVALUASI SISTEM PENERIMAAN KAS PAJAK REKLAME PADA 
DPPKAD KABUPATEN KARANGANYAR”. 
 
C. Perumusan Masalah 
Penerimaan pendapatan dari sektor pajak reklame merupakan potensi 
pendapatan yang terbesar bagi Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini, 
keefektifan sistem penerimaan kas dari aktivitas penerimaan tersebut sangat 
perlu untuk diperhatikan agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisinya. Untuk itu, dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membatasi 





1. Bagaimana penerapan sistem penerimaan kas dari sektor pajak reklame 
yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar ?  
2. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem 
penerimaan kas tersebut ?         
               
D. Tujuan Penelitian  
1.   Untuk mengevaluasi penerapan sistem penerimaan kas dari sektor pajak 
reklame yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar. 
2.    Untuk mengetahui bagaimana kelebihan serta kekurangannya sehingga 
ditemukan solusi agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya dengan 
tetap memperhatikan standar dan pedoman yang telah ditetapkan. 
E. Manfaat Penelitian 
1.   Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) Kabupaten Karanganyar : 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi 
dalam evaluasi kinerja atas penerimaan kas dari sektor pajak reklame.  
2.   Bagi penulis : 
a. Menambah wawasan penulis tentang perpajakan. 
b. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama 
menjalani perkuliahan tentang Akuntansi Sektor Publik dan Sistem 
Informasi Akuntansi dalam  konsep Pemerintah Daerah.  





Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan 
pengetahuan dalam penelitian – penelitian berikutnya. 
 
 
                                        BAB  II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian Pajak 
Pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 
memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan Negara yang 
berguna bagi pembiayaan nasional.Sehingga pajak mempunyai peran 
berarti dalam menunjang kesejahteraan Rakyat Indonesia.  
Sebelum penulis membahas tentang uraian evaluasi sistem 
penerimaan kas, terlebih dahulu penulis uraikan beberapa pengertian 
tentang pajak menurut ahli di bidang ekonomi, antara lain sebagai  berikut:  
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2004 : 
1) mendefinisikan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 
berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat jasa timbal (kontra – prestasi) yang berlangsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Sedangkan pengertian pajak menurut S.I.Djajadiningrat dalam 
(Resmi, 2007 : 1) disebutkan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban 
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu 
keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, 
tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari 







Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
pajak merupakan iuran wajib bagi rakyat kepada negara untuk digunakan 
dalam rangka pembiayaan pembangunan di berbagai sektor kehidupan 
demi memelihara kesejahteraan masyarakat umum.                
2. Pembagian Pajak Daerah  
Menurut Undang – undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak 
adalah iuran wajib yang yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada 
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan 
daerah. Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah antara 
lain : 
a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) 
Pajak daerah tingkat Propinsi, terdiri dari : 
1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan 
b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kota) 







1) Pajak Hotel  
2) Pajak Restoran 
3) Pajak Hiburan 
4) Pajak Reklame 
5) Pajak Penerangan Jalan 
6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golonngan C 
7) Pajak Parkir  
3. Pengertian Pajak REKLAME 
a. Dasar Hukum 
1) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar  Nomor 17 tahun 
2006 tentang Pajak Reklame. 
3) Keputusan Bupati Karanganyar nomor 343 Tahun 2004 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten 
Karanganyar dan Penetapan Harga Dasar.    
b. Pengertian Pajak Reklame 
Sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame, Pajak Reklame 





pengertian dari reklame itu sendiri adalah benda, alat, perbuatan 
atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya 
untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, 
menganjurkan atau memujikan suatu barang,jasa atau orang untuk 
menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang 
ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari 
suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 
4. Subjek Pajak, Wajib Pajak, Objek Pajak, dan Penentuan Tarif       
Pajak Reklame 
Subjek Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan atau melakukan pemasangan Reklame. Wajib 
Pajak Reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan Reklame. Objek Pajak Reklame adalah semua 
penyelenggaraan Reklame. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 
Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame, 
Reklame yang dimaksud meliputi : 
1) Reklame Papan/ BillBoard  
  adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan komersial 
dengan menggunakan bahan kayu,  kertas, plastik, fibre glass, 
kaca, batu, logam, alat penyinar, atau bahan lain yang sejenis 





dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau 
dengan cara digantungkan atau ditempelkan. 
2) Reklame kain  
 Adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan komersial 
dengan menggunakan bahan kain, atau bahan lain yang sejenis. 
 
3) Reklame Merekat (Stiker) 
 Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, 
diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat 
diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, 
digantungkan pada suatu benda milik pribadi lain dengan 
ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 m2 per lembar. 
4) Reklame selebaran 
 Adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dengen 
ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, 
digantungkan pada suatu benda lain. 
5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan 
 Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau 
yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang 
digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik. 
6) Reklame udara 





menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenisnya. 
7) Reklame suara 
 Adalah reklame yang diselenggarakan dengan 
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara 
yang ditimbulkan dan atau oleh perantara alat atau pesawat 
apapun. 
8) Reklame peragaan 
 Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 
9) Reklame film atau slide 
 Adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara 
menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-
bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan ada 
atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan 
dan atau diperagakan melalui pesawat televisi. 
            Penentuan Tarif Pajak Reklame berdasarkan Peraturan 
Daerah Tingkat II Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006 
adalah sebagai berikut: 
1) Dasar pengenaan Pajak adalah sewa reklame. 
2) Nilai Jual Objek Pajak Reklame ( NJOPR ) ditetapkan dalam 
harga jual. 





4) NJOPR untuk reklame nama atau identitas  perusahaan di 
lokasi perusahaan serta lembaga pendidikan swasta dikurangi  
25%. 
5) NJOPR untuk reklame praktek dokter/ RS/ Poliklinik/ Apotik  
swasta dikurangi 50%. 
6) Bagi Wajib Pajak yang merubah matari dan visual reklame 
meskipun masa ijin/ Pajak reklame belum habis diharuskan 
membayar kembali pajak reklame sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
7) Nilai Strategis Lokasi ( NSL). 
8) Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% 
5. Pengertian Sistem 
Romney dan Steinbert (2004 : 2) mengemukakan sistem adalah 
rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling 
berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem 
hampir selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil, yang masing-masing 
melakukan fungsi khusus yang penting untuk mendukung sistem yang 
lebih besar.    
 
Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling 
berinteraksi (subsistem) untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga 
tahapan, yaitu input, proses, dan output. Sistem dapat berfungsi secara 
efektif dan efisien maka harus ada interaksi dan komunikasi yang relevan 
antara subsistem atau prosedur satu dengan lainnya. Namun, biasanya 





pemisahnya secara tegas, karena interaksi yang terjalin antar subsistem itu 
demikian kuatnya dan saling tumpang-tindih (Widjajanto, 2001: 2).  
Mulyadi (2001 : 5) mendefinisikan, “sistem adalah suatu jaringan 
prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan 
kegiatan pokok perusahaan.”  
Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat 
untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang 
terjadi berulang – ulang.  
Jadi, sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 
hubungannya antara satu dengan lainnya, yang berfungsi secara bersama – 
sama untuk mencapai tujuan tertentu guna menangani sesuatu yang terjadi 
secara rutin atau berulangkali.   
6. Pengertian Sistem Akuntansi  
Sistem akuntansi dalam suatu organisasi terdiri dari metode dan 
catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, 
mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan 
menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktiva dan kewajiban yang 
berkaitan. Sistem akuntansi dapat berbentuk sederhana ataupun komplek. 
(Bodnar dan Hopwood, 2000 : 181) 
Menurut Mulyadi (2001 : 3), sistem akuntansi adalah organisasi 
formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 
memudahkan pengelolaan perusahaan. 
Unsur – unsur Sistem Akuntansi, meliputi : 
a. Formulir 






b. Jurnal  
 Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 
mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data 
lainnya. 
c. Buku Besar 
 Terdiri dari rekening – rekening yang digunakan untuk meringkas     
data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 
d. Buku Pembantu 
 Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 




e. Laporan Keuangan  
 Merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berupa neraca, 
laporan laba-rugi, laporan laba yang ditahan, laporan arus kas, serta 
catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi keuangan. 
7. Pengertian Kas 
 “Kas adalah uang tunai dan yang setara dengan uang tunai serta 
saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai 
kegiatan entitas pemerintah daerah.” (Bastian, 2006 : 118). 
Kas, yang merupakan aktiva yang paling likuid, secara historis 





berlangsung elektronis secara total, yang tidak melibatkan mata uang 
maupun cek. Tujuan dasar setiap aplikasi penerimaan kas adalah 
meminimalkan kemungkinan kerugian. Prosedur-prosedur seperti 
penyimpanan segera penerimaan kas, sentralisasi penanganan kas, 
penyelenggaraan saldo kas minimal, dan pencatatan segera atas transaksi-
transaksi kas merupakan teknik-teknik pengendalian yang mendasar. 
Perlindungan fisik seperti register kas, kotak penyimpanan, pencairan 
segera atas cek, dan akses terbatas terhadap area kas. Tahap paling kritis 
dalam penerimaan kas adalah pembuatan dokumentasi bukti penerimaan 
kas. Jika catatan telah dibuat, maka kas tergantung pada pengendalian 
akuntansi. (Bodnar dan Hopwood, 2000 : 320) 
 
 
8. Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 
Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun 
terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai 
peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan 
keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD 
yang berkaitan dengan penerimaan kas pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. (Bastian,2006 : 119) 
9. Sistem Pengendalian Internal 
Pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasi 
dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan 
informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi 





telah ditetapkan. Struktur pengendalian internal (internal control structure) 
terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan tingkat 
jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi. Sistem 
tersebut hanya menyediakan jaminan yang wajar, karena pihak yang 
memberikan jaminan penuh akan sulit untuk melaksanakan tahap desain 
dan biaya yang mahal, hingga akan menjadi penghalang bagi organisasi / 
entitas. (Romney dan Steinbert, 2004 : 229). 
Bagaimanapun, tidak ada sistem pengendalian internal yang dengan 
sendirinya dapat menjamin adanya administrasi yang efisien serta 
kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut 
disebabkan antara lain : 
a. Pengendalian internal yang bergantung pada pemisahan tugas dapat 
dimanipulasi dengan kolusi. 
b. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan 
tertentu atau oleh manajemen. 
c. Personel keliru dalam membantu perintah sebagai akibat dari 
kelalaian, tidak perhatian, maupun kelelahan. (Bastian, 2007 : 10) 
Menurut Bastian (2006 : 450), sistem pengendalian internal meliputi 
struktur organisasi, metode, dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan 
untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan 
data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. 
Unsur – unsur pokok dalam Sistem Pengendalian Internal menurut 
Mulyadi (2001 : 164) adalah : 






 Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian 
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.  
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang memadai terhadap kekayaan, utang, pendapatan, 
dan biaya. 
Dalam organisasi, perlu dibuat sistem yang mengatur pembagian 
wewenang untuk otorisasi, agar setiap transaksi yang terjadi 
dilaksanakan atas otorisasi dari pejabat yang memiliki kewenangan 
atas transaksi tersebut. 
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap 
unit organisasi. 
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan 
prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana 
dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik 
yang sehat dalam pelaksanaannya, antara lain : 
1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya 
harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.             
 Karena formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi 
terlaksananya transaksi, maka pengendalian pemakaiannya dengan 
menggunakan nomor urut tercetak akan dapat menetapkan 
pertanggungjawaban terlaksananya transaksi. 





Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang 
tidak teratur.  
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 
oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan 
dari orang atau unit organisasi lain. Karena setiap transaksi 
dilaksanakan tanpa adanya campur tangan dari  pihak lain, 
sehingga terjadi internal check terhadap pelaksanaan tugas setiap 
unit organisasi yang terkait, maka setiap unit organisasi akan 
melaksanakan praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugasnya. 
4) Perputaran jabatan (job rotation). 
 Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga 
independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga 
persekongkolan di antara pihak-pihak tertentu dapat dihindari. 
5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 
     Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang 
menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan 
digantikan untuk sementara oleh pejabat lain, sehingga seandainya 
terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, 
diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk 
sementara tersebut. 
6) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 





 Unit organisasi ini disebut satuan pengawas intern atau staf 
pemeriksa intern. Adanya satuan pengawas intern dalam organisasi 
akan menjamin efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern, 
sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin keamanannya dan 
data akuntansi akan terjamin ketelitian dan keandalannya. 
d. Karyawan yang kompetensinya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan 
prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk 
mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada 
manusia yang melaksanakannya. Di antara empat unsur pokok 
pengendalian intern tersebut, unsur mutu karyawan merupakan unsur 
pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki 
karyawan yang jujur dan kompeten dalam bidang yang menjadi 
tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 
efektif dan efisien, meskipun hanya sedikit unsur sistem 
penngendalian intern yang mendukungnya. Untuk mendapatkan 
karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai cara berikut 
dapat ditempuh : 
1)   Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut 
oleh pekerjaannya. 
2)   Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 





Sedangkan struktur pengendalian internal dalam sektor publik  
menurut Bastian (2007 : 7) merupakan suatu proses yang dijalankan oleh 
eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang 
didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 
tiga golongan tujuan yang terdiri atas :  
a. Keandalan laporan keuangan; 
b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; 
c. Efektifitas dan efisiensi operasi. 
10. Jenis Pengendalian Internal 
Berikut adalah penjelasan jenis-jenis pengendalian internal menurut 
Bastian (2007 : 10) antara lain : 
 
a. Organisasi 
Penyerahan wewenang dan tanggung jawab, termasuk jalur pelaporan 
untuk semua aspek operasi, dan pengendaliannya seharusnya 
disebutkan secara rinci dan jelas. 
b. Pemisahan tugas 
Salah satu fungsi utama pengendalian adalah pemisahan tugas dan 
tanggung jawab. Apabila kedua hal tersebut digabungkan, maka 
seseorang mampu melakukan pencatatan dan memproses sebuah 
transaksi secara lengkap. Dengan kata lain, pemisahan tugas dapat 






c. Fisik  
Pengendalian ini berhubungan dengan supervise aktiva. Prosedur 
keamanan yang memadai dirancang untuk memberi keyakinan bahwa 
akses terhadap aktiva, baik langsung maupun tidak langsung lewat 
dokumentasi terbatas pada personel yang berwenang. 
d. Persetujuan dan otorisasi 
Seluruh transaksi seharusnya diotorisasi ataupun disetujui oleh orang 
yang tepat. Batas wewenang juga harus dijelaskan. 
e. Akuntansi 
Pengecekan akurat catatan, penghitungan jumlah total, rekonsiliasi, 
pemakaian nomor rekening, jurnal-jurnal, dan akuntansi untuk 
dokumen. 
f. Personel  
Keberadaan prosedur menjamin bahwa penempatan personel sesuai 
dengan kemampuan dan tanggungjawabnya. 
g. Supervisi 
Setiap sistem pengendalian internal seharusnya mencakup supervisi 
oleh atasan yang bertanggung jawab atas transaksi dan pencatatannya 
sehari-hari. 
h. Manajemen  
Ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh manajemen di luar tugas 
rutinnya. Hal ini meliputi pengendalian secara keseluruhan, fungsi 






A. Pembahasan  
1. Sistem Penerimaan Kas Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar 
a.  Bagian yang Terkait 
Dalam transaksi penerimaan kas dari pajak reklame pada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar terdapat beberapa bagian yang terkait, antara lain adalah 




1) Bagian Pendataan  
Bagian Pendataan bertugas melaksanakan kegiatan pendataan wajib 
pajak dan obyek pajak reklame, setelah wajib pajak reklame 
didaftar oleh Bagian Pendaftaran. 
2) Bagian Penetapan Pajak 
Bagian Penetapan bertugas melaksanakan penetapan jumlah pajak 
reklame yang terutang serta menghitung besarnya angsuran pajak 
atas permohonan wajib pajak. 
3) Bagian Bendahara Khusus Penerima (BKP) / Pemegang Kas 
Bagian BKP bertugas menerima pambayaran pajak dari wajib pajak 





BKP. Selain itu, BKP juga berkewajiban untuk menyetorkan semua 
penerimaan kas dari hasil pembayaran pajak ke rekening Kasda 
melalui bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karanganyar. 
4) Bagian Pembantu Pemegang Kas / Pembantu Bendahara Khusus 
Penerima (PBKP) 
Bagian ini bertugas membantu tugas Bendahara Khusus Penerima 
(BKP) dalam menerima pembayaran pajak dari wajib pajak yang 
menyetorkan sendiri pajak terutangnya. Setiap selesai jam 
penyetoran, bagian ini akan menyerahkan uang kepada BKP untuk 
disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bank yang telah 
ditunjuk oleh Pemda Kabupaten Karanganyar. 
5) Bagian Penyimpanan (Bank Pembangunan Daerah) 
                        Bagian Penyimpanan (Bank Pembangunan Daerah) ini bertugas 
                        Untuk menerima seluruh penerimaan kas dari sektor pajak yang 
                        telah disetor oleh BKP.  
6) Bagian Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan  
Bagian Pembukuan Penerimaan bertugas untuk mencatat seluruh 
transaksi penerimaan kas dari sektor pajak ke dalam catatan 
akuntansi dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan. 





Dalam transaksi penerimaan kas dari sektor pajak reklame, terdapat 
beberapa formulir yang digunakan, antara lain sebagai berikut : 
1) SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 
Formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 
oleh wajib pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWPD. Data 
yang terdapat dalam SPTPD ini yang akan dijadikan sebagai dasar 
dalam menetapkan besarnya jumlah pajak. 
2) Kartu Data 
Catatan yang berisi data perpajakan dan data lainnya yang dibuat 
setelah Bagian Pendataan menerima kembali SPTPD yang dikirim 
kepada wajib pajak yang diperlukan sebagai dasar / sumber utama 
untuk  membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 
 
 
3)   SKP Daerah (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 
Berisi jumlah ketetapan pajak terhutang untuk semua jenis pajak 
langsung yang mempunyai masa pajak yang sama. Surat Ketetapan 
Pajak Daerah berfungsi pula sebagai media setoran, yang akan 
divalidasi oleh petugas sebagai bukti bahwa SKP Daerah tersebut 
telah dilunasi.  
4)    SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) / Tanda Bukti Pembayaran 
Merupakan formulir yang dikeluarkan oleh Bagian Bendahara 





sebagai bukti setoran / pembayaran pajak dan dasar pencatatan 
yang dilakukan oleh bagian pembukuan (akuntansi). 
5)    STS (Surat Tanda Setor) 
Formulir yang dikeluarkan oleh BKP, berisi jumlah penerimaan kas 
yang akan disetor ke BPD sebagai bukti bahwa BKP telah 
menyetor ke Kas Daerah.  
6)    Bukti Setor Bank (slip setoran ke bank) 
Merupakan bukti penyetoran penerimaan kas ke rekening Kas 
Daerah yang disahkan oleh BPD sebagai tanda bukti penerimaan 
kas. 
c.  Catatan yang Digunakan  
Transaksi penerimaan kas dari pajak reklame menggunakan beberapa 
catatan akuntansi, antara lain sebagai berikut : 
 
1) BPPS (Buku Pembantu Penerimaan Sejenis)  
Merupakan catatan yang dibuat oleh Bendahara Khusus Penerima 
(BKP) ketika ada transaksi penerimaan kas dari pajak. Dalam 
BPPS ini, masing-masing pajak dicatat ke dalam golongannya 
menurut nomor urut rekeningnya. 
2)    Buku Kas Umum 
Hasil penjumlahan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis 





Sedangkan kolom Penyetoran berisi catatan jumlah kas yang 
disetor ke BPD. 
3)    Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang  
Merupakan laporan yang didasarkan menurut Buku Kas Umum, 
yang dibuat oleh Bendahara Khusus Penerima (BKP) secara 
periodik (bulanan) untuk diserahkan kepada Kepala Dinas PPKAD. 
4)    Jurnal Umum  
Merupakan catatan akuntansi yang dibuat oleh Bagian Pembukuan 
untuk merekam atau meringkas transaksi penerimaan kas dari 
pajak. 
5)    Laporan Keuangan 
Merupakan laporan terakhir yang dibuat oleh Bagian Pembukuan 
Penerimaan dari hasil pencatatan dan perhitungan seluruh transaksi 
penerimaan pajak. 
 
d. Bagan Alir (Flowchart) 
Berikut ini adalah bagan alir Sistem Penerimaan Kas Pajak Hotel pada 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 






Bagan alir  (Flowchart) Sistem Penerimaan Kas Pajak Reklame pada 
DPPKAD Kabupaten Karanganyar 
(disetor sendiri oleh Wajib Pajak)  
Bagian Pendataan    Bagian Penetapan    
           
    
 
                                    
                                     Menerima kembali 
                                              SPTPD yang sudah                                                                                      
             diisi  
  
     
                                                                                           
 
                                                  Wajib Pajak 
                                                                               
      Wajib Pajak      
        Keterangan : 
   SPTPD  :  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
   SKPD   :  Surat Ketetapan Pajak Daerah 
 
 
Gambar II. 1 Bagan alir sistem penerimaan kas pajak reklame (disetor oleh 
wajib pajak ) 
 
 
  Bagian Bendahara Khusus Penerima 
1 )Pembantu Bendahara Khusus Penerima     
   
                    Wajib Pajak  
                                       setelah jatuh tempo, 
                                                    wajib pajak membayar  
                                                    pajak terutangnya 
   
     
  
                                                       
 
                                                                                                                         
   
 
  
     
         Keterangan : 
                                            SPTPD  :  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
      Wajib Pajak                               SKPD    :  Surat Ketetapan Pajak Daerah 
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Gambar II. 2  Bagan alir sistem penerimaan kas pajak reklame (disetor oleh 
wajib pajak) 
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Gambar II. 4  Bagan alir sistem penerimaan kas pajak reklame (disetor oleh 
wajib pajak) 
e.  Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari pajak 
reklame adalah :   
1) Prosedur Pendataan Pajak 
Prosedur pendataan pajak dilaksanakan oleh Bagian Pendataan 
yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan berdasarkan 
nomor urut langkah-langkah berikut ini : 
Mendata objek pajak reklame dengan menyampaikan SPTPD 
kepada wajib pajak yang telah terdaftar sebanyak 2 rangkap.  
1. Setelah menerima kembali SPTPD (2 rangkap) yang sudah 
diisi oleh wajib pajak, kemudian mencatat hasil pendataan ke 
dalam Kartu Data.   
2. Menyerahkan Kartu Data beserta SPTPD lembar ke-2. 
Sedangkan SPTPD lembar 1 diserahkan kepada wajib pajak.  
3.  Menerima kembali SPTPD lembar ke-2 dan Kartu Data, 
kemudian diarsipkan menurut nomor urut.  
2) Prosedur Penetapan Pajak 
Prosedur penetapan pajak dilaksanakan oleh Bagian Penetapan 
yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan berdasarkan 





4.  Menerima Kartu Data dan SPTPD lembar ke-2 dari Bagian 
Pendataan dan menetapkan besarnya pajak yang akan 
dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan data yang tercatat 
dalam Kartu Data ke dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak 
Daerah (SKP Daerah) yang berisi jumlah ketetapan pajak 
untuk masing-masing wajib pajak sebanyak 4 rangkap.  
5.  Menyerahkan SKPD lembar 1, 2, 3 kepada wajib pajak, 
mengembalikan Kartu Data dan SPTPD lembar ke-2 ke bagian 
Pendataan, dan mengarsipkan SKPD lembar ke-4. 
3) Prosedur Pembantu Bendahara Khusus Penerima (PBKP) 
Prosedur ini dilaksanakan oleh Pembantu Bendahara Khusus 
Penerima yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 
berdasarkan nomor urut langkah-langkah berikut ini : 
6.   Menerima uang pembayaran pajak beserta SPTPD lembar 1 dan 
SKPD lembar 1, 2, 3 dari wajib pajak yang menyetorkan 
sendiri pajak terutangnya.  
7.  Membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti 
bahwa wajib pajak telah melunasi pajak terutangnya dalam 
rangkap 4; serta memvalidasi media penyetoran (SKPD dan 
SPTPD) dari wajib pajak beserta SSPD.  
8.    Menyerahkan SPTPD, SKPD, serta SSPD yang telah divalidasi 
kepada wajib pajak masing-masing lembar ke-1 dan SSPD 





9.  Menghitung pajak dan validasi formulir dengan komputer,    
kemudian  membuat Laporan Harian PBKP pada setiap selesai 
jam penyetoran dan serah  terima uang kepada BKP disertai 
SKPD dan SSPD masing-masing lembar 2 dan 3. 
5)    Prosedur Bendahara Khusus Penerima (BKP) 
Prosedur ini dilaksanakan oleh Bendahara Khusus Penerima yang 
bertanggung  jawab  melaksanakan  kegiatan  berdasarkan  nomor 
urut langkah-langkah berikut ini : 
10. Menerima uang hasil pembayaran pajak dari PBKP beserta 
SKPD dan SSPD masing-masing lembar 2 dan 3,kemudian  
mencatat penerimaan uang tersebut dalam Buku Pembantu 
Penerimaan Sejenis (BPPS) serta hasil penjumlahannya 
dimasukkan dalam Buku Kas Umum.  
11. Membuatkan bukti setor bank dan STS masing-masing 2 
rangkap untuk menyetor uang ke BPD, kemudian 
menyerahkan SKPD lembar 2 dan SSPD lembar 2 dan 3 ke 
bagian Pembukuan, juga mengarsipkan SKPD lembar ke-3 
menurut nomor urut.  
12.  Berdasarkan bukti setor dan STS lembar 1 dan 2 yang diterima 
kembali, kemudian  BKP  mencatat  jumlah  penyetoran  uang 
kas pada kolom Buku Kas Umum dan mengarsipkan bukti 
setor dan  STS lembar 1, sedangkan  STS  lembar ke-2 







6)    Prosedur Pemegang Kas Daerah (BPD) 
Prosedur ini dilaksanakan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) 
yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan berdasarkan 
nomor urut langkah-langkah berikut ini : 
13.  Menerima seluruh penerimaan kas dari sektor pajak yang telah 
disetor oleh BKP beserta bukti setor dan STS masing-masing 2 
rangkap dan memvalidasi bukti setor dan STS, serta mencatat 
penerimaan kas dalam Laporan Penerimaan.  
14.  Mengembalikan bukti setor lembar 1 dan STS lembar 1 dan 2. 
Sedangkan bukti setor lembar 2 diarsipkan.  
7)    Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan 
Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian Pembukuan dan Pelaporan 
Penerimaan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan 
berdasarkan nomor urut langkah-langkah berikut ini : 
15.  Menerima BPPS, SKPD, dan STS masing-masing lembar ke-2, 
serta SSPD lembar 2 dan 3 dari BKP, kemudian 
membandingkannya dan mencatat seluruh transaksi 
penerimaan kas dari sektor pajak dalam Jurnal Umum. Bagian 
Pembukuan juga akan melakukan posting data yang terdapat 





dengan proses pelaporan keuangan. Sedangkan semua catatan 
dan formulir yang telah diterima akan diarsipkan.  
2. Evaluasi Sistem Penerimaan Kas Pajak Reklame pada Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Karanganyar 
a.  Evaluasi Bagian yang Terkait 
Sesuai Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Karanganyar No.2 
tahun 2009 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Karanganyar, DPPKAD telah menerapkan sistem dan tata kerja yang 
cukup baik dalam sistem penerimaan kas dari pajak reklame dilihat dari 
struktur pemisahan fungsi dan tugas yang dijalankan. Prosedur 
penerimaan kas dari pajak reklame telah sesuai dengan Manual 
Pendapatan Daerah (Mapatda) yang telah ditetapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri Nomor 973-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan 
dan Retribusi di daerah Kabupaten / Kota.  
1) Dalam sistem penerimaan kas dari pajak reklame pada DPPKAD 
Kabupaten Karanganyar terdapat beberapa bagian yang terkait di 
dalam pelaksanaannya, antara lain : bagian pendataan, bagian 
penetapan, bagian bendahara khusus penerimaan (BKP), bagian 
pemegang kas daerah (BPD) dan bagian pembukuan dan pelaporan 
penerimaan. Masing-masing bagian yang ada mempunyai tugas 





2) Masing-masing pemisahan fungsi yang ada dalam sistem 
penerimaan kas pajak reklame pada DPPKAD Kabupaten 
Karanganyar telah dipisahkan menurut fungsi operasi, fungsi 
pencatatan dan fungsi penyimpan. Fungsi operasi dilaksanakan 
oleh bagian bendahara khusus penerimaan; fungsi pencatatan 
dilaksanakan oleh bagian pendataan, bagian penetapan, bagian 
pembukuan dan pelaporan penerimaan; sedangkan fungsi 
penyimpan dilaksanakan oleh bagian pemegang kas daerah (BPD). 
Dengan adanya pemisahan fungsi ini, sistem penerimaan  kas pajak 
reklame telah memenuhi kriteria pengendalian internal yang baik.  
3) Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) selain sebagai penerima dan 
pemegang kas dari hasil  pemungutan dan pembayaran pajak oleh 
wajib pajak sebelum disetor ke Kas Daerah, BKP juga merangkap 
fungsi sebagai pencatat seluruh transaksi penerimaan kas dari hasil 
pembayaran pajak oleh wajib pajak sampai dengan pencatatan 
setelah melakukan penyetoran ke Kasda, ke dalam catatan 
akuntansi, yaitu Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS), Buku 
Kas Umum, Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Kas 
(Laporan Pertanggungjawaban) secara bulanan. Hal ini 
menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem dan 
prosedur penerimaan kas pada DPPKAD Kab. Karanganyar 
tersebut. Fungsi penerimaan, pemegang, penyetor, dan pencatatan 





bagian, yang mestinya dipisahkan. Akan tetapi DPPKAD Kab. 
Karanganyar juga telah melakukan antisipasi tersendiri untuk 
meminimalisir terjadinya kecurangan tersebut. 
4) Adanya perangkapan fungsi yang ada dalam bagian Bendahara 
Khusus Penerimaan (BKP) tersebut dapat menimbulkan 
ketidakefektifan sistem  pengendalian internal terhadap penerimaan 
kas.  
b.  Evaluasi Formulir yang Digunakan  
Formulir yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari pajak 
reklame pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar adalah : 
1) SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 
2) Kartu Data  
3) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) 
4) SSPD  (Surat Setoran Pajak Daerah) 
5) STS     (Surat Tanda Setor) 
6) Bukti Setor (slip setor bank). 
Dalam sistem penerimaan kas pajak reklame, mulai dari prosedur 
pendataan hingga pembukuan dan pelaporan penerimaan kas 
menggunakan formulir  yang  pengeluarannya telah melalui otorisasi 
dari bagian yang berwenang. Mulai SPTPD yang dikeluarkan oleh 
bagian Pendataan yang harus mendapat otorisasi oleh kepala bagian 





SSPD dan STS  yang telah diotorisasi dan disetujui oleh kepala bagian 
Penetapan dan Kepala Dinas DPPKAD.  
Masing – masing formulir tersebut di atas sudah menggunakan 
nomor urut tercetak sehingga pengendalian pemakaiannya dapat 
dipertanggungjawabkan oleh masing-masing bagian yang 
mengeluarkannya, mengingat  formulir merupakan alat untuk 
memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, sehingga dengan 
penggunaan menurut nomor urut tercetak tersebut dapat dilakukan 
internal check untuk menghindari penyalahgunaan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan, seperti penggandaan formulir untuk transaksi 
penarikan pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
pelaksanaannya dari pihak-pihak tertentu.  
    c.    Evaluasi Catatan Akuntansi yang Digunakan 
Sistem penerimaan kas dari pajak reklame pada DPPKAD 
Kabupaten Karanganyar menggunakan beberapa catatan akuntansi 
diantaranya adalah : 
1) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) 
2) Buku Kas Umum 
3) Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran 
4) Jurnal Umum 
5) Buku Besar 





Prosedur penerimaan kas dan  pembukuan pelaporan dalam 
sistem penerimaan kas, menggunakan catatan – catatan tersebut di atas. 
Di dalamnya terdapat informasi transaksi penerimaan dan penyetoran 
pajak yang pencatatannya dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan setiap kali terjadi transaksi dan perubahannya. Hal ini 
menunjukkan sistem pencatatan akuntansi yang baik.  
Dari rincian sistem penerimaan kas pajak reklame di atas, 
diketahui bahwa setiap prosedur  yang ada dijalankan  oleh  bagian 
yang  berbeda.  Setiap  bagian yang terkait dengan transaksi penerimaan 
kas pajak reklame pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar sudah 
menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. 
Meskipun bendahara khusus penerimaan (BKP) masih merangkap 
fungsi sebagai penerima, pencatat penerimaan dan penyetoran, serta 
sebagai penyetor penerimaan kas ke Kasda. Sedangkan proses 
pencatatan  transaksi ke dalam  catatan  akuntansi dan  perekaman data 
ke dalam kartu dan formulir maupun pengeluaran formulir serta laporan 
dilakukan secara manual dan komputerisasi. Semua formulir yang 
digunakan sebagai alat otorisasi terjadinya transaksi sudah bernomor 






BAB  III 
TEMUAN 
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diungkapkan 
bahwa, Sistem Penerimaan Kas Pajak Reklame pada DPPKAD Kabupaten 
Karanganyar memiliki kelebihan dan kekurangan. Hasil penelitian yang 
menjadi kelebihan jika sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
: 973-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan 
Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 
Kabupaten / Kota Daerah Tingkat II. Sedangkan hasil penelitian yang 
digolongkan menjadi kelemahan karena berada dalam klasifikasi kurang baik 
terutama jika tidak sesuai dengan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) 
yang merupakan pedoman pengelolaan Pendapatan Daerah. Berikut uraian 
selengkapnya dari kelebihan dan kelemahan yang ditemukan, antara lain : 
A.   KELEBIHAN  
1. DPPKAD Kabupaten Karanganyar telah menerapkan sistem dan 
prosedur  penerimaan kas pajak yang sesuai dengan Manual Pendapatan 
Daerah (Mapatda) dilihat dari pembagian tugas yang telah ditetapkan 
menurut pemisahan fungsi yang ada. Seperti dalam transaksi 
penerimaan kas pajak reklame, bagian yang terkait beserta prosedur 
yang dijalankan : bagian pendataan yang bertugas mendata objek pajak, 
bagian penetapan yang bertugas menetapkan besarnya pajak, bagian 





menyetorkan penerimaan kas tersebut ke Kasda, selanjutnya bagian 
pembukuan penerimaan (akuntansi) yang bertugas melakukan 
pencatatan penerimaan dan penyetoran kas yang dilakukan oleh BKP ke 
dalam catatan akuntansi. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa 
setiap prosedur yang ada telah dilaksanakan oleh bagian yang berbeda, 
pemisahan fungsi dan tanggung jawab, serta job description yang jelas 
agar terjadi internal check dalam pelaksanaan tugasnya.   
2. Dalam sistem penerimaan kas pajak reklame pada DPPKAD Kabupaten 
Karanganyar sudah ada pembagian fungsi, antara fungsi operasi seperti 
bagian pendataan; fungsi pencatatan seperti bagian penetapan dan 
bagian pembukuan penerimaan (akuntansi); dan fungsi penyimpanan 
seperti bagian BKP dan BPD. 
3. Setiap transaksi penerimaan kas dari pajak telah mendapat otorisasi 
oleh pihak yang berwenang. DPPKAD telah membuat sistem yang 
mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi setiap transaksi. 
Sehingga pelaksanaan setiap transaksi yang terjadi dapat 
dipertanggungjawabkan.  
4. Penggunaan formulir yang bernomor urut tercetak dan adanya validasi 
setiap formulir oleh bagian yang bertanggung jawab terhadap transaksi 
yang berkaitan dengan penerimaan kas pajak. Hal ini telah 
menunjukkan adanya praktik yang sehat dalam pelaksanaan sistem dan 






5. Adanya pemeriksaan mendadak oleh pihak yang berkewajiban untuk 
memantau perkembangan DPPKAD Kabupaten Karanganyar. 
Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh BAWASDA, tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada setiap bagian yang ada pada DPPKAD 
Kabupaten Karanganyar.  
6. Adanya karyawan yang dapat dipercaya dan kompeten dalam bidang 
yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan pekerjaannya 
efektif dan efisien. Mereka ditempatkan dalam posisi yang cukup 
memegang peran penting dalam struktur organisasi yang ada pada 
DPPKAD Kabupaten Karanganyar.  
B.   KELEMAHAN 
1. Dalam sistem penerimaan kas pajak reklame pada Kabupaten 
Karanganyar, bagian BKP masih merangkap tugas, yaitu penerimaan 
pembayaran pajak, pencatatan hasil penerimaan, penyetoran ke Kasda, 
dan pencatatan hasil penyetoran. Perangkapan fungsi dalam satu bagian 
ini dapat menimbulkan kesalahan dan kecurangan karena tidak adanya 
internal check dalam fungsi yang dijalankan tersebut.   
2. Penyetoran penerimaan kas ke BPD jarang dilakukan dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 x 24 jam setelah menerima 
pembayaran pajak. 
3. Kurang aktifnya bagian Penagihan dalam menagih wajib pajak yang 
belum membayar pajak terutangnya, padahal telah jatuh tempo. 





                                                         BAB  IV 
PENUTUP 
A.   KESIMPULAN 
1. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis,   
sistem penerimaan kas pajak reklame pada DPPKAD Kabupaten 
Karanganyar sudah tergolong cukup baik. Meskipun tidak seluruhnya 
dalam sistem yang ada sesuai dengan Manual Pendapatan Daerah 
(Mapatda) yang menjadi pedoman pengelolaan pendapatan daerah 
setempat. Selain itu, masih ada bagian yang merangkap fungsi dalam 
sistem penerimaan kas tersebut, yaitu bagian bendahara khusus 
penerimaan (BKP). 
2. DPPKAD telah membuat sistem yang mengatur pembagian wewenang 
untuk otorisasi setiap transaksi dan validasi terhadap dokumen yang 
sudah dilaksanakan dengan baik.  
B.   SARAN 
1. Untuk bagian Bendahara Khusus Penerimaan (BKP), seharusnya 
DPPKAD Kabupaten Karanganyar menambah personel lagi agar dalam 
suatu prosedur dijalankan lebih dari satu orang. Tidak seperti sekarang, 
pencatatan penerimaan dan penyetoran kas pajak ke Kasda dilakukan 
oleh orang yang sama. 
2.  Selain itu, penyetoran penerimaan uang kas dari pembayaran harus 







sehingga dapat mengurangi praktik lapping ataupun penyalahgunaan 
uang yang diterima oleh BKP. 
3. Untuk menambah penerimaan pendapatan pajak dari wajib pajak yang 
belum membayar pajak terutangnya,  perlu diberlakukan sanksi yang 
tegas berdasarkan Peraturan Daerah dan Undang-Undang mengingat 
sampai saat ini masih ada toleransi sanksi atau denda bagi Wajib Pajak 
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